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Proyek Perumahan Suku
Terasing Memprihatinkan

BANTUAN pembangunan perumahan suku terasing di
Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sungguh sangat
memprihatinkan dan jauh dari kelayakan sebuah hunian. Pasalnya,
selain tidak sesuai dengan jumlah unit perumahan yang dibangun,
kondisi perumahan sungguh menyedihkan untuk dijadikan tempat
tinggal.

Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk sedang melakukan
penyelidikan terhadap proyek bantuan pembangunan perumahan
suku terasing di Kecamatan Batui itu. Karena proyek ini, terindikasi
tidak sesuai spesifikasi pembangunan perumahan suku terasing
dan jumlah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Kejari Luwuk, Moh Rizal Manaba,
SH, Rabu (11/1), membenarkan adanya bantuan pembangunan
perumahan bagi suku terasing yang sangat memprihatinkan.
Namun, Kejari belum bisa memberikan informasi secara detail,
karena itu proyek provinsi yang masih dilakukan penyelidikan.

Yang pasti kata Rizal, pihak kejaksaan telah turun ke lapangan
untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap bantuan
pembangunan perumahan bagi suku terasing. Pihaknya telah
mengambil data dan gambar sebagai bukti awal penemuan
pembangunan perumahan yang diduga tidak sesuai spesifikasi
pekerjaan.

Hal itu disebabkan, kondisi perumahan tidak layak huni, hanya
berasal dari kayu yang ditebang langsung dipasang dan dibangun
perumahan, kayu-kayu tidak dimasukan ke industri dulu. Tetapi,
kayu yang baru ditebang langsung dibangun menjadi kerangka
rumah. “Jadi, kondisinya cukup menyedihkan,” katanya.

Dikatakan, data yang diperoleh dari lapangan menunjukan
jumlah unit rumah suku terasing yang dibangun sebanyak 35 unit
rumah. Tetapi, yang ada.di lokasi pembangunan perumahan hanya
delapan unit rumah dengan kondisi yang tidak manusiawi alias
tidak layak huni. Itu berarti, ada 27 unit rumah yang tidak dibangun
oleh perusahaan yang mendapatkan proyek tersebut.

“Kami belum mengetahui perusahaan yang melaksanakan
pekerjaan bantuan pembangunan perumahan bagi suku terasing
itu. Kami masih melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan -
data dan bukti-bukti, untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.
Karena ada indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut,”
katanya.

Untuk itu, pihaknya belum bisa memberikan data dan bukti
secara detail soal proyek batuan pembangunan perumahan bagi
suku terasing. Berikan kesempatakan kepada kejaksaan untuk
melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut. (rd)










